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KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015

Abstrak :

e Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Keterangan
pertanggungjawaban kepada DpRD dalam pelaksanaan tugas desentralisasi, tugas
pembantuan dan tugas umum pemerintahan, hasil pembahasan terhadap Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKpj) Akhir TahunAnggaran 2015 oleh DPRD Kota Medan
adalah rekomendasi berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan, dan
atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas
umum pemerintahan.

e Dasar Hukum dalam Keputusan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Drt Nomor 8
Tahun 1956; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun
2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2014; UU
Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9
Tahun 2015; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006;
PP Nomor 03 Tahun 2007; PP Nomor 21 Tahun 2007; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor
41 Tahun 2007; PP Nomor 8 Tahun 2008; PP Nomor 16 Tahun 2010; PERMENDAGRI Nomor
13 Tahun 2006; PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2010; PERMENDAGRI Nomor 52 Tahun
2015; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015; PERDA Kota Medan Nomor 2 tahun 2009;
PERDA Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009; PERDA Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009; PERDA
Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009; PERDA Kota Medan Nomor 2 Tahun 2011; PERDA Kota
Medan Nomor 13 Tahun 2011; PERDA Kota Medan Nomor 14 Tahun 2011; PERDA Kota
Medan Nomor 8 Tahun 2015; PERDPRD Kota Medan Nomor 177/ 3749 /Kep-DPRD/2015.

o Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan
tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Medan terhadap Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (Lkpj) Akhir Tahun Anggaran 2015.

Catatan :

e Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 Mei 2016.



